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VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN 

INDONESIA 

  

VISI PROGRAM STUDI 

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada 

tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

di bidang hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila. 

To be Faculty of Law that has quality, independent and innovative in the Asia by 2030 

in the field of Education, Research and Community service in the sector of Law that is 

anticipatory to change and advance in science and technology in the era of 

Globalization in accordance with Christian and Pancasila values. 

MISI PROGRAM STUDI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan 

ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan 

ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan 

zaman agar mampu bersaing di era global. 

Preparing Law graduates who are able to use and develop knowledge and 

technology in the field of Jurisprudence through scientific, interdicipliner and 

transnational approaches in accordance with the demans of the times in order to 

be able to compete in the era of Globalization. 

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan 

nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan 

menjunjung nilai-nilai agama. 

Preparing Law graduates who master knowledge and always uphold moral 

values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner 

and uphold religious values. 

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

Developing the Legal knowledge with National and International perspective. 
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4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu 

pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

Developing and improving research and professionalism in the Legal science and 

other fields. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam 

bidang hukum. 

Organizing sustainable education and professions in the field of Law. 

6. Mendorong penelitan dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Encouraging research and community service that can increase awareness of 

Rights, Legal awareness and the welfare of the Indonesian people. 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan 

hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-

lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan 

bidang ilmu pengetahuan lainnnya.  

Building relationships with Legal practitioners, law enforcement agencies, public 

and private institution and ecclesiastical institution in the development and in the 

implementasion of Law and other field of siences. 
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G. Ringkasan Isi  : 

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pelaku penyebaran 

konten vulgar di media sosial yang disertai ancaman dan pemerasan, dengan fokus 

pada putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga. Kajian ini menyoroti kejahatan 

siber, perlindungan privasi korban, serta dasar hukum dan dampaknya terhadap 

penegakan hukum di era digital. 

Dengan metode hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaku 

dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE serta peraturan terkait, termasuk UU 

Pornografi. Penegakan hukum mengacu pada kasus konkret dan perbandingan 

regulasi untuk menjatuhkan sanksi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum 

terhadap pelaku penyebaran konten vulgar di platform media sosial, khususnya 

dalam kasus ancaman dan pemerasan yang melibatkan pornografi balas dendam. 

Pornografi balas dendam merupakan tindakan penyebaran konten seksual 

seseorang tanpa persetujuan mereka, yang kerap kali bertujuan untuk membalas 

dendam. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini diatur dalam KUHP, UU ITE, dan 

UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Setiap pelanggaran yang melibatkan 

penyebaran konten asusila tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, dengan 

ketentuan hukum yang beragam berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
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G. Summary Attachment : 

 

 This study examines the legal accountability of perpetrators who 

disseminate vulgar content on social media accompanied by threats and extortion, 

focusing on Decision Number 74/Pid.Sus/2021/PN Nga. The study highlights 

cybercrime, victim privacy protection, as well as the legal basis and its impact on 

law enforcement in the digital era. 

Using a normative legal approach, this research finds that perpetrators can be 

prosecuted under Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and 

Transactions Law (UU ITE) and related regulations, including the Pornography 

Law. Law enforcement relies on concrete cases and comparative regulations to 

impose sanctions. 

The findings conclude that legal accountability for perpetrators of vulgar content 

dissemination on social media, particularly in cases involving threats, extortion, 

and revenge pornography, is regulated under the Criminal Code (KUHP), the UU 

ITE, and the Law on the Elimination of Sexual Violence. Revenge pornography 

refers to the distribution of a person's sexual content without their consent, often 

as an act of retaliation. In Indonesia, such offenses are subject to criminal 

sanctions under various applicable laws. 
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